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HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  
1. Gambaran umum KPPBC TMP Tanjung Perak Surabaya 
a. Letak Geografis dan Wilayah Kerja 
 
Gambar 5 lokasi KPPBC TMP Tanjung Perak Surabaya 
Sumber : http://bcperak.net/profil/lokasi 
 
1. Nama Instansi :Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
Tipe Madya Pabean Tanjung Perak. 
2. Alamat :Jalan Perak Timur No. 498, Perak Utara, Pabean 
Cantian, Surabaya, Jawa Timur 60165. 
3. Telephone :031-3293686 / 3295481  






Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean 
Tanjung Perak (KPPBC TMP Tanjung Perak) berada di Jalan Perak Timur 
No. 498, Perak Utara, Pabean Cantian Surabaya. Kantor ini merupakan 
salah satu instansi dari Kementerian Keuangan yang memiliki tugas 
dibidang pemungutan pajak negara dalam bentuk bea dan cukai sebagai 
sumber dari pendapatan negara. KPPBC TMP Tanjung Perak berada pada 
posisi garis bujur timur dan lintang selatan tepatnya di Selat Madura 
sebelah Utara kota Surabaya yang meliputi sebagian besar daerah perairan 
dan daerah daratan, sehingga kondisi ini menjadikan pelabuhan Tanjung 
Perak Surabaya menjadi pintu gerbang terbesar kedua di Indonesia untuk 
pergerakan barang dan jasa perdagangan baik antar daerah maupun antar 
negara terutama sebagai pusat distributor untuk kawasan Timur Indonesia. 
Berdasarkan posisi yang strategis ini maka KPPBC TMP Tanjung Perak 
ini sangat layak untuk dijadikan satu barometer untuk kegiatan Impor 
maupun Ekspor barang yang ada di Indonesia. 
 
b. Logo Instansi dan Makna Logo Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai 
Logo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan keputusan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/KMK/.05/1996 








Gambar 6. Logo Bea Cukai 




1. Segi lima dengan gambar laut, gunung, dan angkasa 
didalamnya; 
2. Tongkat dengan ulir berjumlah 8 (delapan) dibagian bawahnya; 
3. Sayap yang terdiri dari 30 (tiga puluh) sayap kecil dan 10 
(sepuluh) sayap besar; 
4. Malai padi berjumlah 24 (dua puluh empat) membentuk 
lingkaran. 
Makna gambar : 






2. Laut, gunung dan angkasa melambangkan daerah pabean 
Indonesia, yang merupakan wilayah berlakunya Undang-
Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.  
3. Tongkat melambangkan hubungan perdagangan Internasional 
Republik Indonesia dengan mancanegara dari atau ke 8 
(delapan) penjuru angin. 
4. Sayap melambangkan hari keuangan Republik Indonesia 30 
(tiga puluh) Oktober dan melambangkan Bea dan Cukai 
sebagai unsur pelaksana tugas pokok Kementerian Keuangan di 
bidang Kepabeanan dan Cukai. 
5. Lingkaran Malai padi melambangkan tujuan pelaksanaan Bea 
dan Cukai adalah kemakmuran dan kesejahteraan Bangsa 
Indonesia. 
 
c. Sejarah KPPBC TMP Tanjung Perak Surabaya 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 
Pabean Tanjung Perak Surabaya merupakan kantor yang berada di bawah 
nauangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan RI. 
Secara historis setiap negara di dunia memiliki institusi ini sebagai 
sumber dari pendapatan negaranya. Seperti di Indonesia yang memiliki 
beberapa instansi ini untuk penerimaan negara Indonesia sendiri, salah 
satu penerimaan terbesar dibidang pemungutan pajak impor ekspor 





sangat strategis sehingga dijadikan sebagai pusat pelayaran dikawasan 
Timur Indonesia. Hal ini karena pada dahulu kala berbagai kapal 
samudra membongkar dan memuat barang-barangnya melalui perahu-
perahu yang dapat mencapai Jembatan Merah (pelabuhan pertama pada 
waktu itu) yang terletak pada jantung atau pusat kota Surabaya melalui 
sungai Kalimas. Fasilitas yang ada di Jembatan Merah tersebut akhirnya 
tidak dapat mencukupi dikarenakan perkembangan lalu lintas 
perdagangan dan peningkatan arus barang serta terus menerus 
bertambahnya arus transportasi. 
Pada tahun 1875, Ir.W. de Jongth yang merupakan pemimpin pada 
zamannya menyusun rencana mengenai pembangunan pelabuhan di 
Tanjung Perak tersebut agar dapat memberikan kesempatan kepada kapal-
kapal samudera untuk membongkar dan memuat secara langsung tanpa 
bantuan dari perahu-perahu yang ada di pelabuhan tersebut. Tetapi rencana 
ini tidak berjalan karena membutuhkan biayan yang sangat tinggi. 
Kemudian pada sepuluh tahun pertama tepatnya pada abad ke-20, Ir. 
WB. Van Goor membuat suatu rencana yang lebih realistik yang 
menekankan suatu keharusan bagi kapal-kapal samudera untuk 
merapatkan kapalnya pada kade. Sehingga dua orang ahli didatangkan 
yang berasal dari Belanda yaitu Prof. DR.J Kraus dan G.J. de Jongth untuk 
memberikan sarannya mengenai pelaksanaan rencana yang telah disusun 





Rencana tersebut dilakukan dan dimulai pada tahun 1910. Selama 
pelaksanaan pembangunan tersebut dilakukan ternyata banyak sekali 
permintaan untuk menggunakan kade yang belum seluruhnya selesai itu, 
sehingga dilaksanakannya perluasan. Sejak saat itu pelabuhan Tanjung 
Perak telah memberikan suatu konstribusi yang cukup besar bagi 
perkembangan ekonomi dan tentunya juga memiliki peranan yang 
penting tidak hanya bagi peningkatan lalu lintas perdagangan di Jawa 
Timur tetapi juga diseluruh Kawasan Timur Indonesia. 
Dalam pembangunan tersebut, usaha-usaha pengembangan terus 
dilakukan oleh pelabuhan Tanjung Perak yang diarahkan pada perluasan 
dermaga, khususnya dermaga kontainer dengan perluasan dan 
penyempurnaan berbagai fasilitas yang ada, pengembangan daerha 
industri dikawasan pelabuhan. Pembangunan terminal penumpang dan 
juga fasilitas-fasilitas lainnya yang berkaitan dengan perkembangan 
pelabuhan-pelabuhan modern. (http://bcperak.net./)  
d. Tugas Pokok dan Fungsi 
Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung 
Perak Surabaya melaksanakan sebagian tugas pokok kementerian 
keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai. Berdasarkan peraturan 
Menteri Keuangan nomor :168/PMK.01/2012 tentang organisasi dan 
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu 





daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Menyelenggarakan  beberapa fungsi sebagai 
berikut : 
1. Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai. 
2. Pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas dibidang kepabeanan 
dan cukai. 
3. Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, 
dan pungutan Negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal 
4. Pelaksanaan Intelijen, patrol, penindakan, dan penyidikan dibidang 
kepabeanan dan cukai. 
5. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian 
dokumen kepabeanan dan cukai. 
6. Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan juga laporan 
kepabeanan dan cukai. 
7. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan 
senjata api. 
8. Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja. 







e. Visi, Misi dan Strategi 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai instansi 
pengawasan dan juga pelayanan dibidang Bea dan Cukai. KPPBC TMP 
tanjung Perak memiliki tujuan dan juga sasaran yang hendak akan dicapai 
yang terangkum pada visi dan misi kantor tersebut. Dan untuk mrncapai 
suatu visi dan misi yang telah dirangkum adapula strategi yang dilakukan 
oleh kantor tersebut. Berikut adalah visi dan misi dan juga strategi KPPBC 
TMP Tanjung Perak: 
a. Visi 
Sejajar dengan institusi Kepabeanan dan Cukai Dunia di Bidang 
Kinerja dan Citra. 
b. Misi 
Menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan yang terbaik bagi Industri, 
Perdagangan dan Masyarakat. 
c. Strategi  
Dalam mencapai visi dan juga misi yang telah dibuat tersebut, KPPBC 











f. Struktur Organisasi 
 
Gambar 7 Struktur Organisasi KPPBC TMP Tanjung Perak 
Sumber : http://bcperak.net/profil/struktur-organisasi 
 
Struktur organisasi KPPBC TMP Tanjung Perak berdasarkan Peraturan 
Meteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 168/PMK.01/2012 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai. Pada struktur organisasi KPPBC TMP Tanjung Perak Surabaya 
tersebut dipimpin oleh Pak Basuki Suryanto sebagai Kepala Kantor yang 
bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan pelayanan dibidang 





peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan 
tugasnya Kepala Kantor dibantu oleh satu Kepala Subbagian Umum dan 
tujuh kepala seksi. Kemudian untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari 
kepala seksi dibantu oleh beberapa kepala Sub Seksi sesuai dengan 
jumlah Sub seksi dalam seksi tersebut. 
Susunan Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
Tipe Madya Pabean Tanjung Perak terdiri atas : 
a. Kepala Kantor       
b. Kepala Subbagian Umum     
c. Kelompok Jabatan Fungsional 
d. Kepala Seksi Kepatuhan Internal     
e. Kepala Seksi Administrasi Manifes   
f. Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi 
g. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen   
h. Kepala Seksi Perbendaharaan    
i. Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai PKC I-IX 
j. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan  
Berikut akan dijelaskan mengenai Pembagian tugas pada KPPBC TMP 
Tanjung Perak Surabaya. 
a. Kepala Kantor 
Mempunyai tugas  untuk melaksanakan pembinaan teknis, 
koordinasi dan merumuskan serta melaksanakan kebijakan yang ada 





Pelayanan mengenai Bea dan Cukai dalam wilayah wewenangnya 
sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.  
 
b. Subbagian Umum  
Subbagian umum mempunyai tugas melakuka urusan tata usaha, 
kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas. 
Subbagian umum menyelenggarakan fungsi : 
- Pelaksanaan urusan Tata usaha, kepegawaian, dan penyusunan 
rencana kerja dan laporan akuntabilitas  
- Pelaksanaan urusan keuangan, anggaran, kesejahteraan pegawai, 
serta rumah tangga dan perlengapan. 
Pada subbagian umum terdiri atas : 
1. Urusan keuangan 
Bertugas melakukan urusan keuangan, anggaran, dan kesejahteraan 
pegawai. 
2. Urusan tata usaha dan kepegawaian 
Bertugas melakukan urusan tata usaha dan kepegawaian, serta 
penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas. 
3. Urusan rumah tangga  






c. Kelompok Jabatan Fungsional 
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan 
kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab dan wewenangnya 
antara lain, meneliti dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran 
pemberitahuan impor, ekspor, dokumen, cukai dan Pengusaha Barang 
Kena Cukai, pemberitahuan nilai pabean, klasifikasi barang, tarif bea 
masuk, tarif bea keluar, fasilitas impor, perhitungan bea masuk, bea 
keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan ekspor yang penyerahan 
dan penyelesaian dokumennya dilakukan melalui media elektronik. 
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan 
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang 
keahliannya, setiap kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat 
fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor. Jumlah Jabatan 
Fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 
 
d. Seksi Kepatuhan Internal 
Seksi Kepatuhan Internal ini mempunyai tugas melakukan 
pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, 
pengelolaan resiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik 
dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawaan, serta perumusan 
rekomendasi perbaikan proses bisnis dilingkungan KPPBC TMP 





Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Kepatuhan Internal 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Pengawasan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan kepabeanan 
dan cukai. 
b. Pengawasan pelaksanaan tugas dibidang administrasi 
c. Pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penyidikan dan 
penindakan dibidang pelayanan kepabeanan dan cukai. 
d. Pemantauan pengendalian intern, pegelolaan resiko, pengelolaan 
kinerja, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin 
dilingkungan KPPBC. 
e. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan perumusan 
rekomendasi perbaikan proses bisnis dilingkungan KPPBC. 
Seksi kepatuhan Internal terdiri atas : 
1. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan 
Bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas 
pemantauan pengendalian intern, pengelolaan resiko, 
pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, 
dan tindak lanjut hasil pengawasan serta penyiapan bahan 
rekomendasi perbaikan proses bisnis dibidang intelijen, 






2. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan 
Administrasi 
Bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, 
pemantauan pegendalian intern, pengelolaan resiko, pengelolaan 
kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak 
lanjut hasil pengawasan, penyiapan bahan rekomendasi perbaikan 
proses bisnis dibidang pelayanan kepabeanan cukai dan 
administrasi serta pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil 
pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan 
masyarakat. 
 
e. Seksi Administrasi Manifes 
Seksi administrasi manifes mempunyai tugas melakukan pelayanan 
kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan 
barang. 
Dalam melaksanakan tugasnya, seksi administrasi manifes 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana 
pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut  
b. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan 
penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana 





c. Perhitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan 
dokumen sarana pengangkut. 
Seksi Administrasi Manifest terdiri atas : 
1. Subseksi pengadministrasian manifest 
Bertugas melakukan pelayanan penerimaan, penelitian, 
penatausahaan dan pendistribusian rencana kedatangan sarana 
pengangkut, jadwal kedatangan sarana pengangkut dan manifest, 
penyelesaian manifest kedatangan dan keberangkatan sarana 
pengangkut, serta perhitungan denda administrasi terhadap 
keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut. 
2. Subseksi Pengadministrasian Pemberitahuan Pengangkutan Barang  
Bertugas melakukan pelayanan penerimaan, penelitian, 
penatausahaan, pendistribusian, dan penyelesaian dokumen 
pemberitahuan pengangkutan barang. 
 
f. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi 
Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas 
melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi 
dibidang kepabeanan dan cukai. 
Dalam melaksanakan tugasnya, seksi Penyuluhan dan Layanan 





a. Penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan dibidang 
kepabeanan dan cukai. 
b. Pelayanan informasi dibidang kepabeanan dan cukai. 
c. Bimbingan kepatuhan pengguna jasa dibidang kepabeanan dan 
cukai. 
d.  Konsultasi dibidang kepabeanan dan cukai. 
Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi terdiri atas : 
1. Subseksi Layanan Informasi 
Bertugas melakukan pelayanan informasi, bimbingan dan 
konsultasi kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan 
cukai. 
2. Subseksi Penyuluhan 
Bertugas melakukan penyuluhan dan publikasi peraturan 
perundang-undangan dibidang kepabeanan dan cukai. 
 
g. Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen 
Seksi ini mempunyai tugas melakukan pengoperasian computer 
dan sarana penunjangnya, pengelolahan dan penyimpanan data dan file, 
pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data 
elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, penerimaan, 
penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan 





Dalam pelaksanaan tugasnya, seksi Pengolahan Data dan 
Administrasi Dokumen menyelenggarakan fungsi: 
a. Pengoperasian computer dan penyelenggaraan pengelolaan dan 
penyimpanan data 
b. Pelayanan dukungan teknis komunikasi data dan pertukaran data 
elektronik, pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian laporan 
kepabeanan dan cukai. 
c. Penerimaan dan penelitian kelengkapan dokumen kepabeanan dan 
cukai. 
d. Pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai. 
e. Penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kepabeanan dan cukai 
yang telah diselesaikan. 
Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen terdiri atas: 
1. Subseksi Administrasi Dokumen 
Bertugas melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan, dan 
pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai. 
2. Subseksi Pengolahan Data 
Bertugas melakukan pengoperasian computer dan sarana 
penunjangnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan file, 
pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data 
elektronik, pengelolaan data kepabeanan dan cukai, serta penyajian 





h. Seksi Perbendaharaan 
Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan 
dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan 
Negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal 
Dalam melaksanakan tugasnya, seksi perbendaharaan 
menyelanggarakan fungsi : 
a. Pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, 
denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan 
pungutan Negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal. 
b. Pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian 
jaminan penangguhan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan 
Jasa Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan 
banding serta jaminan lainnya. 
c. Penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan 
dan pengembalian pita cukai 
d. Penagihan dan pengadministrasian pengembalian bea masuk, bea 
keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan 
pabean, pungutan negara lainnya yang dipungut Dirktorat Jenderal, 
serta pengadministrasian dan penyelesaian premi. 
e. Penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan 
pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, 
bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan Negara 





f. Penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, serta 
pengadministrasian pelelangan. 
g. Pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor 
kendaraan bermotor. 
h. Penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, 
cukai, dan pugutan negara lainnya. 
Seksi perbendaharaan terdiri atas : 
1. Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan   
Bertugas melakukan pengadministrasian penerimaan bea masuk, 
bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat 
penimbunan pabean, da pungutan Negara lainnya yang dipungut 
oleh Direktorat Jendera, penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, 
dan pengurusan permintaan pita cukai, pengadministrasian dan 
penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor, 
penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar 
cukai, pungutan negara lainnya, pelayanan fasilitas pembebasan, 
penangguhan bea masuk, penundaan pembayaran cukai, 
pengadministrasian jaminan dan pemrosesan jaminan penangguhan 
bea masuk, jaminan PPJK, jaminan dalam rangka keberatan dan 
banding serta jaminan lainnya. 
2. Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian 
Bertugas melakukan penagihan kekurangan pembayaran bea 





penimbunan pabean, dan pungutan Negara lainnya yang dipungut 
oleh Direktorat Jenderal, penerbitan dan pengadministrasian surat 
teguran, surat paksa, penyitaan, dan pengadministrasian pelelangan, 
penngadministrasian dan penyelesaian premi, serta 
pengadministrasian pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, 
denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pita 
cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat 
Jenderal. 
 
i. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai 
Pada seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas 
melakukan pelayanan teknis dan fasilitas dibidang kepabeanan dan 
cukai. 
Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pelayanan Kepabeanan 
dan Cukai menyelenggarakan fungsi : 
a. Pelayanan fasilitas dan perijinan dibidang kepabeanan dan cukai. 
b. Penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dan dokumen cukai. 
c. Pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan dan 
pengoperasian sarana deteksi. 
d. Penelitian pemeritahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif 
bea keluar, nilai pabean, dan fasilitas impor serta penelitian 
kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam 





e. Penetapan klasifikasi barang tarif bea masuk, tarif bea keluar dan 
nilai pabean. 
f. Pelayanan dan pengawasan pengeluran barang impor dari kawasan 
pabean. 
g. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat 
Penibunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean. 
h. Pelayanan dan pengawasan, penimbunan dan pemuatan barang 
ekspor ke sarana pengangkut. 
i. Pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai. 
j. Pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai. 
k. Pemeriksaan pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan 
dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai. 
l. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan 
kadar barang kena cukai. 
m. Pengelolaan tempat penimbunan pabean. 
n. Penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di 
Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat penimbunan Pabean. 
o. Pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak 
dikuasai, barang yang dikuasai Negara, dan barang yang menjadi 
milik Negara. 
p. Penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, 






q. Pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak 
dikuasai, barang yang dikuasai Negara, dan barang yang menjadi 
milik negara. 
Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai terdiri atas Pabean dan Cukai I-
IX dan hanya membawahi subseksi hanggar Pabean dan Cukai. 
 
j. Seksi Penindakan dan Penyidikan 
Seksi penindakan dan penyidikan mempunyai tugas melakukan 
intelijen, patrol dan operasi pencegahan dan penindakan 
penyelenggaraan peraturan perundang-undangan dibidang kepabeanan 
dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, serta 
pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, saran komunikasi, 
dan senjata api. 
Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Penindakan dan penyidikan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian informasi 
dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai. 
b. Pengelolaan pangkalan data intelijen dibidang kepabeanan dan 
cukai. 
c. Pelaksanaan patrol dan operasi pencegahan dan penindakan 
pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang kepabeanan 
dan cukai. 





e. Pemeriksaan sarana pengangkut. 
f. Pengawasan pembongkaran barang. 
g. Pe nghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan 
denda administrasi terhadap kekurangan atau kelebihan bongkar, 
serta denda administrasi atas pelanggaran lainnya.  
h. Penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang 
bukti. 
i. Pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan 
kepabeanan dan cukai. 
j. Pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di 
bidang kepabeanan dan cukai. 
k. Pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana 
komunikasi dan senjata api kantor Pengawasan dan Pelayanan. 
Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri atas : 
1. Subseksi Penindakan 
Bertugas melakukan pelayanan pemeriksaan sarana pengangkut, 
patrol dan operasi pencegahan dan penindakan pelaggaran 
peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai 
serta pengawasan pembongkaran barang. 
2. Subseksi Intelijen 
Bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan 
penyampaian informasi dan hasil intelijen, analisis laporan 





penimbunan barang, dan laporan pengawasan lainnya serta 
pengelolaan pangkalan data intelijen. 
3. Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan  
Bertugas melakukan penindakan tindak pidana di bidang 
kepabeanan dan cukai, penghitungan bea masuk, pajak dalam 
rangka impor dan denda administrasi atas pelaggaran lainnya, 
pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak 
pidana di bidang kepabeanan dan cukai, pengumpulan data 
pelanggaran peraturan perundang-undangan, serta penatausahaan 
dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti. 
4. Subseksi Sarana Operasi 
Bertugas melakukan pengelolaan dan pengadministrasian sarana 
operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Pengawasan 
dan Pelayanan. 
 
B.  Penyajian Data Fokus Penelitian 
1. Penerapan Customs Excise Information Systems Automation (CEISA) 
dalam meningkatkan Pelayanan Kewajiban Kepabeanan di Kantor 
Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Pabean Tanjung Perak 
Surabaya. 
Dengan adanya reformasi sistem yang terus menerus diperbaharui oleh 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengenai pengeluaran barang 





memudahkan para importir, hal ini merupakan bentuk dari implementasi 
Peraturan Kementerian Kuangan Nomor : 175/PMK.04/2014 Tanggal 28 
Agustus 2014 tentang penggunaan dokumen pelengkap pabean dalam 
bentuk data elektronik. Sesuai dengan peraturan tersebut maka para 
importir yang akan mengimpor barangnya hanya perlu mengirimkan 
dokumen-dokumen pelengkap seperti Pemberitahuan Impor Barang (PIB) 
melalui sistem yang disebut dengan CEISA. Dengan adanya sistem ini 
diharapkan dapat menghemat biaya dan juga ketepatan waktu. Seperti 
pernyataan yang diberikan oleh Pak Andra salah satu staf Pengolahan Data 
dan Administrasi Dokumen sebagi berikut: 
“Saya rasa secara efektivitas itu sangat efektif karena menggunakan 
data elektronik yang disajikan secara realtime seperti dia tidak harus 
menulis pakai hardcopy dia hanya cuma menginput ke sistem aja”. 
 
Sistem CEISA ini juga memudahkan para importir dalam hal 
melaksanakan kewajiban kepabeanannya seperti Dokumen dan Pungutan-
pungutan Pajaknya. Pak Andra selaku staf Pengolahan Data dan 
Administrasi Dokumen memberikan pernyataan mengenai keterkaitan 
antara CEISA dengan Kewajiban Kepabeanan sebagai berikut : 
“para importir yang melakukan pertukaran data misal mengisi PIB 
melalui CEISA banyak yang salah ataupun kurang nah tentunya hal 
tersebut akan memunculkan penolakan reject  dari sistem CEISAnya 
nah hal ini yang membuat para importir untuk tidak melanjutkan 
pengisian PIB tersebut otomatis akan berpengaruh terhadap Bea masuk 
dan PDRInya yang tidak ada pemasukan karena tidak adanya proses 






a. Proses pengeluaran impor barang melalui CEISA dan penginputan 
dokumen pelengkap kepabeanan (dokap) seperti PIB secara 
elektronik menggunakan sistem tersebut. 
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen 
Keuangan, maka pengelolaan dan pengembangan sistem TI di DJBC 
dilakukan oleh Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (DIKC). 
Mengenai penggunaan sistem CEISA ini terdapat beberapa fitur yang 
terdapat dalam memenuhi pelayanan yang diberikan. Dalam KPPBC TMP 
Tanjung Perak tersebut juga terdapat sarana dan prasarana yang 
mendukung penggunaan sistem tersebut seperti yang dijelaskan oleh Pak 
Helmi : 
“Nah untuk memaksimalkannya kita menitikberatkan pada jaringan 
kita dan kita juga memfasilitasi 1 komputer didepan kantor ini 
yang berisi CEISA untuk digunakan oleh para importir mengecek 
barang impornya”.  
 
Kemudian ditambahkan oleh Pak Andra yang merupakan salah satu staf 
pada bidang Pengolahan Data dan Admninstrasi Dokumen (PDAD) 
mengenai fitur dan juga prosedur yang terdapat dalam sistem CEISA 
pegawai tersebut : 
“Jadi di CEISA itu ada banyak fitur ada banyak user login dan ada 
banyak kewenangan jadi masing-masing bagian masing-masing 
jabatan itu mempunyai kewenangan dan fungsi masing-masing dan 
itu sudah diatur diberbagai menu yang ada di CEISA. Dan 
prosedurnya itu seperti akan ada skep kalau pelaksana nanti ada 
nota dinas dari kepala kantor misalkan bagian di ekspor maupun 





kewenangan dimananya, kalau untuk prosedur penggunaanya 
masing-masing seksi berbeda”. 
Secara garis besar hal pertama yang harus dilakukan oleh para importir 
terkait dengan pengeluaran barang impor yaitu mendaftarkan 
Pemberitahuan Barang Impor (PIB), PIB tersebut dibuat oleh Importir 
berdasarkan dokumen pelengkap pabean dengan menghitung sendiri 
jumlah Bea masuk, cukai dan Juga Pajak Dalam Rangka Impornya yang 
harus dibayarkan. PIB tersebut didaftarkan melalui sistem Pertukaran Data 
Elektronik (PDE). 
Berikut adalah tatacara pendaftaran PIB melalui sistem PDE Kepabeanan : 
1. Importir mengisis PIB secara lengkap dan jelas dengan menggunakan 
program aplikasi PIB yang didasarkan pada data dan informasi dari 
dokumen pelengkap pabean. 
2. Importir melakukan pembayaran pajak seperti Bea Masuk dan Pajak 
Dalam Rangka Impornya melalui bank Persepsi atau pos persepsi 
yang terhubung dengan sistem PDE Kepabeanan dengan 
menggunakan dokumen SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai, dan 
Pajak) data SSPCP dikirim dengan menggunakan Modul Penerimaan 
Negara oleh bank persepsi dan mendapatkan NTPN (Nomor Transaksi 
Penerimaan Negara). 
3. Importir mengirimkan data PIB secara elektronik melalui Sistem 





beberapa kantor importir yang sudah terdaftar untuk dapat 
menggunakan sistem ini. 
4. Bank akan mengirimkan credit advice atau semacam kwitansi secara 
elektronik ke sistem Komputer Pelayanan di kantor Pabean. 
5. Sistem komputer palayanan pada kantor pabean menerima data PIB 
importir dan melakukakan penelitian ada atau tidaknya pemblokiran 
perusahaan importir tersebut. Dalam hal adanya pemblokiran maka 
sistem komputer akan secara otomatis menunjukkan respon 
penolakan. 
6. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya 
pemblokiran maka akan mendapat respon SPPB (Surat Persetujuan 
Pengeluaran Barang). 
PIB yang sesuai akan dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 
pengeluaran barang impor tersebut. Pada tahap penelitian ini PIB akan 
diteliti mengenai ketentuan larangan dan batasan, dan jika PIB tersebut 
tidak sesuai maka sistem komputer akan mengirimkan respon penolakan 
kepada importir dan importir harus memperbaiki data PIB sesuai dengan 
respon penolakan dan mengirimkan kembali data PIB yang telah 
diperbaiki. Jika telah selesai maka tahap selanjutnya adalah penetuan jalur 






1. Jalur Hijau artinya pengeluaran barang tersebut tidak dilakukan 
pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen, dan langsung diterbitkan 
Surat Persetujuan Pengeluaran Barang. 
2. Jalur kuning, artinya pengeluaran barang tersebut dilakukan penelitian 
dokumen saja tanpa pemeriksaan fisik. 
3. Jalur Merah, artinya proses pengeluaran barang impor akan dilakukan 
penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik. 
4. Jalur MITA, artinya importir diberikan fasilitas bagi mitra utama yang 
berarti importir yang sering melakukan impor barang sehingga 
importir tersebut akan kemungkinan kecil melakukan kesalahan 
karena sudah mengetahui tahap-tahap dalam melakukan kewajiban 
kepabeanan dalam hal pengeluaran barang. Pada jalur MITA 
pengeluaran barang impor langsung diterbitkan surat persetujuan 
pengeluaran barang tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian 
dokumen. 
Pemeriksaan pabean merupakan suatu proses yang wajib untuk dilakukan 
oleh Pejabat Bea dan Cukai setelah PIB disampaikan oleh importir. 
Menurut mas Andra selaku staf bada seksi PDAD mengatakan bahwa : 
“jadi pemeriksaan pabean itu perlu dilakukan untuk meminimalisir 
kegiatan kecurangan yang dilakukan oleh importir, hal ini termasuk 
bentuk dari pengawasanyang dilakukan. Pelanggaran yang sering 
terjadi itu seperti pengguna jasa tidak mentaati peraturan 
perundang-undangan yang berlaku sehingga banyak sekali kan 
penyelundupan-penyelundupan yang tejadi. Nah dengan adanya 
sistem CEISA ini akan semakin memudahkan kita sebagai para 







Tujuan pengiriman PIB ke sistem CEISA agar pegawai KPPBC 
mengetahui secara langsung bahwa perusahaan tersebut meminta ijin 
mengeluarkan barang tanpa harus importir datang ke Kantor pelayanan 
untuk menyerahkan hardcopynya secara manual, dan kemudian diproses 
oleh bagian pelayanan impor. berikut adalah pelayanan impor yang dapat 
dilakukan dengan melalui sistem CEISA yang dilakukan oleh pegawai 
pada seksi PDAD : 
a. Halaman Utama (Sign In)  
Untuk menggunakan sistem Ceisa pegawai (User) terlebih dahulu 
memasukkan alamat portal pada sistem CEISA, selanjutnya portal 
tersebut akan terbuka dan memasuki halaman sig-in. Pada halaman ini 
user harus mengisis username dan password yang telah didaftarkan. 
 
Gambar 8. Halaman Utama CEISA 






b. Setelah melakukan sign-in akan masuk pada halaman utama sistem 
CEISA Impor. dengan mengklik pilihan Ceisa Impor. 
 
Gambar 9. CEISA Impor 
Sumber : PDAD, 2018 
 
c. Dalam aplikasi Ceisa Impor terdapat beberapa menu atau fitur yang 
dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan user. Dalam hal ini pegawai 
KPPBC menggunakan menu report karena ingin mengetahui respon 






Gambar 10. Tampilan Utama CEISA Impor 
Sumber : PDAD, 2018 
 
d. Dalam menu respon pegawai KPPBC akan mengetahui status penetapan 
jalur terhadap barang impor milik importir. 
 
Gambar 11. Menu Respon PIB 
Sumber : PDAD, 2018 
 
e. Setelah mengetahui jalur mana yang didapat oleh importir, jika jalur 





meneliti dan memeriksa kembali data-data atau dokumen yang telah 
masuk apakah data tersebut sesuai dengan syarat ataukah tidak. Berikut 
adalah hal-hal yang menyebabkan dokumen PIB ditetapkan sebagai 
jalur merah adalah 
1. Jenis Impor Sementara 
2. Jenis Impor Re-impor 
3. Jenis Impor Tempat Penimbunan Berikat 
4. Komoditi ditetapkan Pemerintah 
5. Analisis Rasio (profil Importir dan Profil Komoditi) 
Gambar 12. Menu Pemeriksaan Dokumen 
Sumber : PDAD, 2018 
 
f. Setelah melakukan pemeriksaan kembali, pegawai mengetahui 
kesalahan yang menyebabkan importir terkena pemblokiran dan 
memberitahukan importir agar segera memperbaiki kesalahannya. 





1.  Blokir Instruksi Khusus : dengan adanya surat baik dari KPPBC 
maupun DJBC untuk melakukan pemblokiran atas kegiatan impor 
suatu perusahaan yang berarti perusahaan tersebut tidak memiliki 
ijin resmi untuk mendirikan perusahaanya sehingga tidak dapat 
melakukan kegiatan ekspor impor. 
2.  Blokir Hardcopy PIB : apabila melewati tanggal jatuh tempo atas 
hutang belum dilakukan pelunasan. 
3.  Blokir Notul/ Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea 
Masuk (SPKPBM) : apabila lewat tanggal jatuh tempo atau hutang 
SPKPBM belum dilakukan pelunasan. 
Gambar 13 : Menu Check Blokir 
Sumber : PDAD, 2018 
 
g. Importir mengirim data kembali sebagai pelengkap dokumen yang 
kekurangan dari sebelumnya, kemudian data tersebut akan dilakukan 
pemeriksaan oleh bagian penerimaan dokumen (Pendok). Kemudian 





pemeriksa. Pejabat pemeriksa meneliti jumlah, jenis dan uraian dalam 
packing list yang dibawa oleh importir. Pejabat Fungsional Pemeriksa 
Dokumen (PFPD) membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan 
sistem CEISA. Setelah itu PFPD mengeluarkan INP (Informasi Nilai 
Pabean). Hasil dari INP adalah penetapan SPKPBM. dari SPKPBM ini 
perusahaan menerima Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang. 
Gambar 14. Laporan Hasil Pemeriksaan 
Sumber : PDAD, 2018 
 
h. Semua proses dari pelayanan impor akan berakhir jika importir 
mendapat status berhasil dan mencetak print out status untuk disimpan 
sebagai arsip pabean. Berikut adalah beberapa respon status yang ada 
pada sistem CEISA : 
1. Status Proses Pengeluaran 
status data perusahaan atau importir dalam sistem CEISA yang 
sudah lengkap tetapi menunggu respon kembali dari KPPBC. 





Status data importir dalam CEISA yang sudah dikirim tetapi masih 
menunggu untuk diteliti. 
3. Status Reject (ditolak) 
Status data dalam CEISA yang sudah diteliti tetapi masih ada data 
yang kurang lengkap sehingga oleh KPPBC memutuskan untuk di 
reject. 
4. Status Berhasil 
Status data dalam sistem CEISA yang telah lengkap dan diteliti 
sehingga mendapat ijin mengeluarkan barang dari kawasan berikat. 
Gambar 15. Menu Cetak Laporan 
Sumber : PDAD, 2018 
 
Setelah mendapatkan menu cetak laporan maka proses dari pengeluaran 
impor barang sudah selesai. Berikut adalah gambar dari status PIB yang 





Gambar 16. Status PIB 
 Sumber : PDAD, 2018 
 
Berikut adalah penyataan dari Bapak Helmi Irmawan selaku Kepala Pada 
seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen (PDAD) mengenai 
prosedur penginputan pada CEISA:  
“jadi dimulai dari sending dokumen oleh importir menggunakan modul 
CEISA dari kantor importir dan masuk ke portal INSW dan diproses 
penetapan jalur oleh CEISA dengan mendapatkan respon dokumen 
yang dikirim, artinya dokumen itu self assesment sehingga mereka 
mengisi sendiri”. 
 
Setelah proses penjaluran barang selesai dan importir mendapat Surat 
Persetujuan Pegeluaran Barang (SPPB), maka akan dilanjutkan dengan 
proses pengeluaran barang impor. berikut adalah tatacara pengeluaran 
barang impor yang dilakukan oleh KPPBC TMP Tanjung Perak Surabaya : 






2. Pejabat tersebut mengecek SPPB dan kemudian mengawasi 
pengeluaran barang dari kawasan pabean atau Tempat Penimbunan 
Sementara (TPS). 
3. Importir mengeluarkan barang impor dari kawasan pabean. 








Gambar 17. Surat Pemberitahuan Barang Impor (PIB) 






b. Pelayanan yang diberikan oleh pegawai kantor tersebut dalam 
menerapkan CEISA sebagai salah satu upaya untuk kemudahan 
proses ekspor maupun impor barang. 
Pelayanan yang diberikan pada kantor Bea Cukai Perak sudah 
menggunakan sistem CEISA ini, sehingga para importir tidak perlu lagi 
mendatangi kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai khususnya 
bagian seksi Pegolahan Data dan Administrasi Dokumen (PDAD) untuk 
menyerahkan hardcopy atau menyerahkan dokumennya secara manual. 
Menurut Pak Helmi yang merupakan Kepala Subseksi bagian Pengolahan 
Data dan Administrasi Dokumen (PDAD) pada KPPBC TMP Tanjung 
Perak Surabaya mengatakan  
“Sistem Informasi di BC ini ada beberapa termasuk CEISA dan 
lebih ke portal pengguna jasa yang dipakai oleh importir untuk 
informasi mengenai impor barang, nah CEISA sendiri itu sistem 
internal BC sistem yang meproses semua dokumen kepabeanan di 
BC”.  
 
Selanjutnya pernyataan tersebut ditambahkan oleh Pak Helmi bahwa :  
“diberlakukukan CEISA ini pada tahun 2012, sebelumnya manual 
gitu jadi menyampaikan dokumen seperti PIB secara manual gitu 
kekantor semenjak ada CEISA ini sistemnya saling terintegrasi 
satu sama lain. Jadi semua kegiatan yang menyangkut kepabeanan 
itu tergantung pada CEISA jadi kalau sistem CEISAnya Down 
maka sistem pelayanannya berhenti seperti itu”. CEISA ini sangat 
vital di perak ini sudah tidak ada lagi pelayanan manual yang 
dilakukan karena sudah dibentuk dengan sistem elektronik, nah 
untuk yang pengguna jasa datang ke PDAD ini hanya untuk 
menanya saja bukan untuk menyampaikan PIBnya secara manual 







Penggunaan sistem ini menurut Kepala pada Bagian PDAD tersebut sudah 
termasuk efektif karena diperkuat dengan penjelasan di atas, namun lain 
halnya dengan pendapat salah satu pegawai dan juga salah satu importir 
yang menjelaskan bahwa sistem tersebut kurang optimal karena masih 
banyak para pengguna jasa ataupun importir yang berdatangan ke kantor 
sambil membawa hardcopy dan juga menanyakan mengenai CEISA 
tersebut yang berkaitan dengan barang impor mereka. Seperti pada 
penjelasan berikut ini salah satu pegawai pada bagian PDAD yang 
bernama Pak Andra menjelaskan  
“Kalau dibilang optimal sama enggaknya sih saya rasa ya optimal 
gak optimal ya karena dari segi importinya masih banyak yang 
belum mengerti tetapi dari segi pegawainya sangat membantu 
pekerjaan kita ini dengan adanya sistem ini. tetapi CEISA ini setiap 
saat pasti ada perkambangan seperti sekarang ini sudah ada aplikasi 
yang dapat digunakan pada gedget untuk melihat status barang para 
importir gitu”. 
 
Adapun pendapat dari salah satu importir pada kantor tersebut mengatakan 
bahwa masih banyaknya importir ataupun pengguna jasa yang belum 
mengetahui mengenai prosedur penggunaan CEISA tersebut seperti 
pengisian PIB dan akses informasi. Berikut adalah penjelasan dari importir 
yang bernama mas Yanuar dari PT. Waringin Papat daerah Perak Timur 
berpendapat  
“Menurut saya sih agak sulit ya mba soalnya itu kita harus nginput 
sendiri mengenai PIBnya dan ngisisnya juga susah mba jadi saya 
sering ke kantor perak untuk menanyakan apasaja yang harus saya 
isi dalam dokumen PIB online tersebut gitu mbak, disana juga 
banyak mbak para importir seperti saya yang tidak tahu caranya 
gimana untuk ngisi data tersebut jadi bukan Cuma saya aja mbak, 






Maka dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa masih 
kurang optimalnya penerapan CEISA ini pada Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak. Sehingga 
masih perlunya peningkatan pelayanan dengan menerapkan sistem ini 
secara optimal. 
 
c. Hambatan ataupun kendala  dalam penggunaan sistem CEISA 
tersebut yang sering terjadi. 
Customs Exice Information Systems merupakan sistem yang digunakan 
untuk mempermudah proses pelayanan impor. dalam hal pembaruan pasti 
akan menemukan suatu kelebihan serta kekurangan yang menjadikan 
hambatan atau kendala dalam pengoperasiannya. Sistem ini merupakan 
faktor penting untuk menunjang operasional dalam hal mewujudkan 
percepatan dan efisiensi waktu pelayanan. Perlu adanya kesiapan yang 
matang demi mewujudkan keberhasilan penerapan sistem CEISA ini. 
dalam suatu sistem tentunya banyak hambatan maupun kendala yang 
sering terjadi seperti pendapat yang dikemukakan oleh mas Andra selaku 
salah satu staf pada bagian PDAD mengatakan bahwa  
“Hambatannya dari segi sistemnya itu sering terjadi down karena 
kurang server sehingga mau tidak mau kita harus melayani secara 
manual kembali jadi kadang juga kurang efektif kadang sangat 
membantu sekali. Pernah trouble, mungkin maintenance harus 






Kemudian ditambahkan oleh importir yang bernama Yanuar mengenai 
hambatan yang sering terjadi baik dari segi sistemya maupun dari segi 
penggunaan CEISA tersebut : 
“kadang sering error seperti kesalahan server  dan penggunaannya 
itulo mbak yang banyak teman-teman importir lain masih belum 
bisa, yang bisa hanya beberapa mbak” 
 
Dari hasil wawancara di tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa proses 
penyelesaian pelayanan impor tergantung pada jaringan dan juga koneksi 
internet dan juga dibutuhkan biaya operasinal yang tinggi karena 
menggunakan jaringan internet privat yang mahal dan membutuhkan daya 
koneksi yang stabil. Dan juga kurang pahamnya penggunaan sistem ini 
oleh importir atau pengguna jasa. 
 
2.  Upaya – upaya pengoptimalisasian Customs Excise Information 
Systems Automation (CEISA) di Kantor Pelayanan dan Pengawasan 
Bea dan Cukai Pabean Tanjung Perak Surabaya. 
a. Upaya untuk menerapkan pelayanan yang lebih baik lagi dalam 
penggunaan sistem tersebut oleh pegawai pada kantor tersebut. 
Dalam pelaksanaan pelayanan impor di Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak, sistem 
CEISA sangatlah berpengaruh penting untuk melaksanakan kewajiban 
kepabeananya seperti dokumen-dokumen dan pungutan pajak lainnya. 
CEISA dalam penggunaannya pada KPPBC menurut Pak Helmi selaku 





optimal dan sudah sesuai dengan fungsinya yang memudahkan dalam 
hal pelayanan baik dari sisi pegawainya maupun dari sisi pengguna jasa 
atau importirnya dengan diperkuat oleh hasil wawancara berikut  
“ jadi penggunaan CEISA dalam kantor ini sudah optimal yang 
artinya itu sudah sesuai dengan tujuan awal dibentuknya sistem ini, 
sehingga CEISA itu dapat membantu kita dalam hal proses 
pelayanannya seperti itu ros” 
 
Tetapi pendapat tersebut berbeda dengan yang saya dapatkan dari salah 
satu importir atau pengguna jasa pada kantor tersebut. Menurut mas 
Yanuar salah satu importir dikantor tersebut mengatakan 
“Dengan adanya sistem CEISA saat ini mbak tentu memudahkan 
kita agar tidak datang lagi ke kantor tetapi masih banyak para 
pengguna jasa seperti yang mbak lihat sendiri waktu magang di 
bagian PDAD banyak sekali para importir yang datang kesana 
melakukan penyetoran dokumen PIB secara manual kan, hal ini 
tentu saya rasakan juga soalnya saya juga kurang paham mbak 
mengenai pengisian PIB melalui sistem CEISA ini” 
 
Pendapat pengguna jasa atau importir di atas memang sesuai dengan 
kenyataan yang ada, sesuai dengan observasi saya waktu magang di 
kantor tersebut terutama di seksi PDAD masih banyak importir yang 
kebingungan cara pengoperasian sistem CEISA oleh karena itu pada 
seksi PDAD selalu banyak para importir yang datang untuk 









b. Upaya untuk pengoptimalisasian penerapan sistem tersebut. 
Upaya untuk menerapkan pelayanan yang lebih baik lagi pada kantor 
tersebut adalah dengan diwajibkannya agar para pegawai tidak 
melayani secara manual sehingga para pengguna jasa akan 
menggunakan sistem tersebut dalam hal impor barangnya. Pak Andra 
memberikan tanggapan mengenai apa yang harus ditingkatkan agar 
sistem tersebut optimal, apakah dari segi palayanan yang diberikan 
ataukah dari segi sistemnya yaitu sebagai berikut : 
“perlunya ditingkatkan kedua-duanya sih mulai dari segi pelayanan 
kita sendiri dan dari segi sistemnya yang sering trouble, mungkin 
maintenance harus lebih baik lagi tp lebih efektifan pakai CEISA 
sebenarnya dalam memudahkan kita sebagai pegawai”. 
 
Penyataan diatas juga diperkuat oleh Mas Yanuar selaku importir PT. 
Waringin Papat Perak Timur mengatakan : 
“penggunaan CEISA ini kadang sering error seperti kesalahan 
























1. Penerapan Customs Excise Information Systems Automation (CEISA) 
dalam meningkatkan Pelayanan Kewajiban Kepabeanan di Kantor 
Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Pabean Tanjung Perak 
Surabaya. 
a. Proses pengeluaran impor barang melalui CEISA dan penginputan 
dokumen pelengkap kepabeanan (dokap) seperti PIB secara 
elektronik menggunakan sistem tersebut. 
Customs Excise Information Systems Automation (CEISA) salah satu 
sistem yang digunakan dalam kegiatan pelayanan ekspor maupun 
impor di Kantor Bea dan Cukai. Sistem ini merupakan komponen 
penting dalam menunjang pelayanan yang diberikan oleh instansi 
tersebut. Dalam penerapannya sistem ini sudah diterapkan sejak tahun 
2012 yang lalu. Sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh 
Kenneth dalam Hertika (2016:18) “sistem informasi dapat 
didefinisikan sebagai seperangkat lima komponen yang saling 
berhubungan yang memiliki fungsi untuk mengumpulkan, memproses, 
menyimpan dan mendistribusikan informasi untuk mendukung 
pengambilan keputusan dan sebagai kontrol dalam organisasi”. Jadi 
dengan adaya sistem CEISA ini akan lebih memudahkan para 
karyawan maupun importir dalam melakukan kegiatan yang 
berhubungan dengan impornya. Manfaat sistem ini antara lain dapat 





ke kantor untuk menyampaikan PIB secara manual melainkan secara 
elektronik. Pada KPPBC TMP Tanjung perak dalam hal tatacara 
mengeluarkan barang importir melalui sistem ini sudah sesuai dengan 
prosedur yang ada seperti importir harus membayar kewajiban 
kepabeanan ke bank yang ditetapkan serta mengeluarkan barang 
dengan cara menetapkan jalur dan memberi Surat Persetujuan 
Pengeluaran Barang (SPPB). Namun pada KPPBC TMP Tanjung 
Perak di Surabaya diketahui masih bayaknya para importir yang 
kurang memahami mengenai sistem tersebut artinya bertentangan 
dengan konsep yang ada dan perlunya para importir untuk memahami 
mengenai sistem informasi yang digunakan. 
b. Pelayanan yang diberikan oleh pegawai kantor tersebut dalam 
menerapkan CEISA sebagai salah satu upaya untuk kemudahan 
proses ekspor maupun impor barang. 
CEISA yang merupakan salah satu sistem penting dalam proses 
pelayanan dalam instansi Bea dan Cukai. Semua instansi serentak 
menggunakan aplikasi yang dikendalikan oleh pusat ini, sehingga 
tidak ada lagi pelayanan yang berbasis manual lagi seperti 
penyampaian PIB secara hardcopy dan lain sebagainya, namun lain 
halnya dengan penerapan sistem ini pada Kantor Pengawasan dan 
Pelayan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak di 
Surabaya yang merupakan kantor Pengawasan dan Pelayanan terbesar 





kegiatan ekspor impornya di kantor tersebut. Dengan banyaknya para 
pengguna jasa pada kantor tersebut maka kualitas pelayanan yang 
diterapkanpun juga perlu ditingkatkan sesuai dengan konsep yang 
dikemukakan oleh Kotler dalam Lukman (2000:153) definisi kualitas 
pelayanan adalah “model yang menggambarkan kondisi pelanggan 
dalam membentuk harapan akan layanan dari pengalaman masa lalu, 
promosi dari mulut ke mulut dan iklan dengan membandingkan 
pelayanan yang mereka harapkan dengan apa yang mereka rasakan”. 
Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas pelayanan adalah 
suatu upaya dari instansi pemerintah maupun perusahaan yang 
bergerak pada bidang jasa yaitu memberikan pelayanan yang sesuai 
kepada kosumen atau masyarakat dalam meningkatkan kepuasan dan 
juga pemenuhan kebutuhan konsumen atau masyarakat tersebut. 
 Dalam penerapan sistem ini pada KPPBC TMP Tanjung Perak 
diketahui bahwa masih kurangnya optimal penggunaannya. Hal ini 
dikaitkan dengan konsep bahwa pelayanan dengan menerapkan sistem 
ini akan dikatakan optimal apabila semua baik pengguna jasa maupun 
para karyawan dapat mengoperasikannya dengan baik, namun hal ini 
bertentangan dengan kenyataan yang terjadi pada kantor tersebut, 
sesuai dengan hasil observasi yang disajikan dalam lampiran 14 dan 
juga wawancara yang penulis lakukan diketahui bahwa masih 
banyaknya para pengguna jasa yang masih belum mengetahui 





sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan sistem ini pada 
kantor tersebut belum optimal. Masih banyaknya para pengguna jasa 
atau importir yang melakukan proses impor barang tidak melalui 
sistem ini seperti menyampaikan PIB secara manual tidak 
melakukannya secara elektronik. Dan juga karyawan ataupun staf 
dalam melayani para importir tersebut masih dapat melakukannya 
secara manual. 
c.  Hambatan ataupun kendala  dalam penggunaan sistem CEISA 
tersebut yang sering terjadi. 
Dalam menggunakan sistem ini pada Kantor Bea dan Cukai tentunya 
sering terjadi hambatan hambatan ataupun kendala dari segi sistemnya 
yaitu seperti sistem ini membutuhkan database yang cukup besar 
karena seluruh data ditampung dalam server dan juga seringnya terjadi 
down system saat akses sistem CEISA tersebut dikarenakan banyak 
user yang mengakses secara bersamaan. Dengan adanya down system 
tersebut para pegawai PDAD tidak bisa langsung mengatasinya harus 
melalui kantor pusat terlebih dahulu sehingga menyebabkan proses 







2. Upaya – upaya pengoptimalisasian Customs Excise Information 
Systems Automation (CEISA) di Kantor Pelayanan dan Pengawasan 
Bea dan Cukai Pabean Tanjung Perak Surabaya. 
a. Upaya untuk menerapkan pelayanan yang lebih baik lagi dalam 
penggunaan sistem tersebut oleh pegawai pada kantor tersebut. 
Upaya yang dilakukan dalam hal pemberian palayanan yang baik 
sesuai dengan konsep yang ada adalah dengan mewajibkan para 
pengguna jasa menggunakan sistem tersebut dalam hal impor 
barangnya apabila importir tersebut kurang mengetahui cara 
penggunaanya maka diberlakukan bimbingan yang diadakan setiap 
seminggu sekali pada kantor tersebut. Sebagai karyawan ataupun staf 
juga memberikan pengarahan bagaimana cara pengisian PIB yang 
benar sehingga kana lebih meminimalisir kesalahan yang terjadi. Dan 
mewajibkan juga kepada para karyawan agar tidak melayani importir 
secara manual melainkan secara elektronik melalui sistem tersebut. 
b. Upaya untuk pengoptimalisasian penerapan sistem tersebut. 
Dalam mengoptimalkan sistem CEISA ini harus adanya pengertian 
terlebih dahulu dalam penggunaan sistem ini sehingga para pengguna 
jasa ataupun importir mampu mengoperasikan sistem ini secara 
optimal. serta menambah server sehingga akan meminimalisir sistem 
tersebut mengalami down dan juga menambah ahli TI sehingga ketika 
sistem tersebut mengalami down maka penanganannya lebih cepat dan 
sistem akan lebih efisien penggunaannya.
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